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NO. SASARAN STRATEGIS DAERAH SASARAN OPD INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET SATUAN PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1.1 Meningkatnya Transparansi dan 

Akuntabilitas Kinerja 

Pembangunan

Meningkatnya transparansi 

dan akuntabilitas kinerja 

Dinas Sosial

Nilai SAKIP 78 (BB) Nilai Mutu Meningkatnya kapasitas organisasi perangkat daerah dari 

segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, 

dan keuangan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan 

kepada masyarakat. Untuk perhitungan / penilaian 

berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim 

Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku

Hasil Evaluasi SAKIP dari 

Tim Inspektorat 

Kabupaten Kutai 

Kartanegara

Dinas Sosial Kab.Kutai 

Kartanegara

2.1 Mewujudkan sumber daya 

manusia (SDM) yang berdaya 

saing dan berakhlak mulia

Meningkatnya Penanganan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial dalam 

Pemenuhan Kebutuhan 

Pelayanan Dasar

Persentase PMKS yang 

tertangani Pemenuhan dan 

Pelayanan Kebutuhan Dasarnya

94,33 Persen Dengan meningkatnya pelayanan terhadap PMKS diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial di Kabupaten 

Kutai Kartanegara, mengurangi kesenjangan sosial, menurunnya 

kemiskinan, menurunnya PMKS yang dibantu karena PMKS 

sudah bisa meningkatkan kehidupan sosialnya sendiri dalam 

hidup bermasyarakat. Untuk perhitungan persentasenya adalah 

dengan cara menghitung jumlah PMKS yang terlayani kebutuhan 

dasarnya dibagi dengan jumlah seluruh PMKS yang harus 

dilayani kebutuhan dasarnya dikalikan dengan 100 (seratus)                               

1. RENSTRA OPD                              

2. Sistem Informasi 

Kesejahteraan Sosial 

(SIKS) Next Generation 

(NG) terkoneksi dengan 

Kementerian Sosial 

Republik Indonesia

3. Laporan Monitoring 

dan Evaluasi 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Dinas Sosial Kab.Kutai 

Kartanegara

  

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL SETINGKAT IMPACT

2. CAKUPAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1. PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGAKAT DAERAH


